BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN LEBONG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat
(2) Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7
Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif c!un
Kemudahan Penanaman Modal, perlu diatur Petunjuk

pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun
2018 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan

Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 _Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikrp,
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6330);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayananan Terpadu Satu Pintu

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian
[nsentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman

Modal di Daerah {Berita Negara R : :
Tahun 2012 Nomeor 930); ¥ Sputitik Indotesia

Peraturan Menteri Dalam Negeri N

2D1§ tentang Pembentukan Pgru-duknlr-lanll;u:BnD J:;uﬁ

{E%e;-arém Nc]gamlﬁepuhlik Indonesia Tahun 2015 Namir

Mmt}f.ﬁsa:u?gmmanaltclah diubah dengan Peraturan

nntes alam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentan
rubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negerg

Nomor B0 Tahu n 201 .
A 5 (B .
Indonesia Tahun 2018 Nomc{rr ?g':"? Negara  Republik




Menetapkan

12.

13.

PERATURAN BUPATI
PELAKSANAAN  PERATURAN
LEBONG NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTA
INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tcrpatl‘u
Satu Pintu Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1956);
aten Lebong Nomor 7 Tahun

f dan Kemudahan
Kabupaten

Peraturan Daerah Kabup :
2018 tentang Pemberian Insenti
Penanaman Modal (Lembaran Daerah

Lebong Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

LEBONG TENTANG PETUNJUK
DAERAH  KABUPATEN
NG PEMBERIAN

MAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

oL

10.

Daerah adalah Kabupaten Lebong.

Kabupaten adalah Kabupaten Lebong,

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat
Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah
Daerah.

Bupati adalah Bupati Lebong,
Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Lebong Menyelenggarakan Urusan  Pemerintah
Daerah di Bidang Penanaman Modal.
Pemberian Insentil adalah dukungan dari Pemerintah
Daecrah kepada Penanam Modal dalam Rangka
mendorong Peningkatan Penanaman Modal di daerah.
Pemberian Kemudahan adalah Penyediaan Fasilitas
dari Pemerintah kepada Penanam Modal untuk
mempermudah  setiap kegialan Penanaman Maodal
dalam Rangka mendorong Peningkatan Penanaman
Modal di daerah.
Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
Menanam Modal, baik oleh Penanam Modal dalam
Negeri maupun Penanam Modal asing untuk
melakukan usaha di daerah,
Penanaman Modal adalah Perseorangan atau Badan
Usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat
berupa Penanaman modal dalam Negeri dan
Penanaman modal asing,
Penanaman Modal Dalam Negeri v i ,
disingkat PMDN adalah kegiagtan -nil:rﬁa::ﬁm:gy;}
E;;}_:.Ik ;r::.:al-.ukan usaha di daerah yang dilakukan
anam modal dalam Negeri dengan
menggunakan Modal dalam Negeri, &



11,

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat
PMA adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan Usaha di daerah yang di lakukan oleh
Penanam Modal Asing , baik yang menggunakan
Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan
dengan Penanaman Modal Dalam Negert. "
Pajak Daerah adalah Kontribusi t'.:ﬂjll-" kepada daera
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secaradlangsung
dan digunakan untuk keperluan dacrah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. _ N
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribust
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badgl?. _
Industri Pioner adalah Industri yang memiliki
keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah daq
eksternalitas vang tinggi, memperkenalkan Teknologi
baru, serta memiliki Nilai Strategi bagi perekonomian
nasional,

Usaha Mikro adalah usaha Produktif milik orang
Perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memiliki Kriteria Usaha Mikro.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi Produktil yang
berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan
atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki. dikuasai, atau berkapiliasi baik langsung
maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau
besar yang memenuhi Kriteria Usaha Kecil.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan, dimilki,
d_il-:uasaj. atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha kecil atau besar yang
memenuhi Kriteria Usaha Menengah.

Kawasan ]nd ustrj adalah kawasan tempat perusahaan
kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana penunjang yang dikembangkan dan
d:ke]:ljlla .nlelh perusahaan kawasan industri yang telah
memllll-:l_ [zin Usaha Kawasan Industri.

Dana Stimulan adalah dukungan dana yang diberikan
kepada Penanam Modal yang proses pemanfaatannya
dibatasi berdasarkan kegunaan, waktu dan pola
penggunaan tertentu.
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21.

22,

23.

24,

25.

(1)

(2)

m yang diberikan oleh

Koperasi adalah badan Huku ; :
dan Hukum Koperasi,

orang perseorangan atau ba . '
dengan pemisahan kekayaan para anggotanya schagﬁl_
modal untuk menjalankan usaha, yang mf—'}?"‘:"” i
aspirasi dan kebutuhan bersama di t_}lcl_ang e r:m_c-mii.
sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip

koperasi. _
Eu]:nbrr Daya lokal adalah setap bentuk faktor

produksi yang terdiri dari Sumber Daya Alam, lﬂnigﬁ
kerja, modal dan teknologi, dan keafhl]zn 3h
kewirausahaan yang bersumber dar lokasi di zera N
Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang If"_'-:;n
minimal 18 {delapan belas) tahun yang di buku
dengan Kartu Tanda Penduduk.
Tim Verifikasi dan FE'nilﬂi-'i;lI‘ l;el
Kemudahan Penanaman Moda : a
disebut tim adalah tim yang ditunjuk dan dllﬂ&:l]fﬂ\a"{
oleh Bupati untuk melaksanakan Proses Verilikasi
dan penilaian dalam rangka Pemberian insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal. 1 .
Tanggung Jawab Spsial dan Lingkungan yang
selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen
perusahaan untuk berperan dalam Pembangunan
ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan l_cualnas:
kehidupan dan lingkungan bermanfaat, baik bagi
perusahaan komunitas setempat, maupun
masyarakat pada umumnya.

Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan
program bina lingkungan yang selanjutnya disebut
PKBL adalah program untuk meningkatkan
kemampuan Usaha Kecil agar menjadi tangguh dan
mandiri  serta  pemberdayaan  kondisi  social
masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana
dari bagian laba BUMN.

mberian [nsentil dan
vang selanjutnya

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah
dalam rangka memberi petunjuk pelaksanaan

pemberian insentif dan kemudahan Penanaman
Madal.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah -

a. Memberikan kepastian prosedur 1
' aksa
Pemberian Insentif dan Kemudahan Ppe ta

peoabe enanaman
b.  Meningkatkan Penanaman Modal di
i al di daerah;
¢. Meningkatkan pertumbuhan  ekonomi dan
pembgngu nan, ekonomi berkelanjutan di daerah:
d. Menu::nptakan lapangan kerja; I
e. Meningkatkan kemampuan dan

daerah; daya saing



4 f, Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
dan
g. Memujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB 111
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-
hal sebagai berikut :

a. Prinsip-prinsip,

b. Kewenangan,

¢. Jenis Usaha;

d. Bentuk;

e, Kriteria; _

f, Tata cara pemberian insentif dan kemudahan

Penanaman Modal;

Dasar Penilaian; _

Hak, Kewajiban, dan Tanggung jawab;
Pelaporan dan evaluasi; dan
Pemberian dan Pengawasan.

i

BAB IV
PRINSIP - PRINSIP

Pasal 4

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :
a. Kepastian Hukum yang mengandung pengertian
meletakkan hukum dan ketentuan  peraturan
Perundang- Undangan sebagai dasar Pemerintah
Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam
pemberian insentif dan pemberian kemudahan
Penanaman Modal;
,.--ua‘ b. Kesetaraan yang mengandung pengertian perlakuan
= yang sama terhadap Penanaman Modal tanpa memihak
dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau
Skala Usaha tertentu;
c. Transparansi yang mengandung pengertian
keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan
:{emudahan dalam Penanaman Modal dan masyarakat
uas;
Akuntabi]itg yang mengandung pengertian bentuk
pertanggungjawaban atas pemberian Insentif dan/atau
Pemb_enan Kemudahan Penanaman Modal; dan
€. Efelﬁtlf dan Efisien, yang mengandung pengertian
F;;'lt_lmbangan yang rasional dan ekonomis serta
Inan  yang  berdampak i
Produktivitas serta Pelayanal?n Fuhlﬁida g mtan



(1)

(2)

(1)

(2)

BAB V
KEWENANGAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

Untuk meningkatkan Penanaman Modal di daerah,

Pemerintah Daerah dapat memberikan [nﬁc_nt;!‘ t.I::
Jatau Kemudahan Penanaman M'?da] Scfma;['[‘ms;m
kewenangan dengan memperhatikan Iﬂ.WF'IEI turan
kemampuan daerah berdasarkan ketentuan Fera

Perundang-Undangan. .
Pemberian Insentif dan/fatau Kemudahan sebagatmi:
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputu

Bupati.

BAB VI
JENIS USAHA

Pasal 6

Jenis atau Bidang Usaha yang dapat memperoleh

Insentif dan Kemudahan antara lain : ] )

a. Usaha Mikro Kecil, Menengah dan /atau Koperasi,

b. Usaha yang dipersyaratkan dengan Kemitraan;

c. Usaha yang  dipersyaratkan Kepemilikan
Medalnya;

d. Usaha dipersvaratkan dengan Lokasi tertentu;

e. Usaha yang dipersyaralkan dengan Perizinan

Khusus;

Usaha yang terbuka dalam rangka penanaman

modal yang mempnoritaskan keunggulan daerah;

g. Usaha vyang telah mendapatkan fasilitas
penanaman modal dari  pemerintah  pusat;
dan/atau

h. Usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. Sektor Perdagangan, Jasa dan Industri,
diprioritaskan pada yang mendukung ekspor;

b. Sektor Industri Kreatif;

c.  Sektor Industri Ramah Lingkungan;

-

d. Sektor Panwisata dan Kebudayaan, termasuk
sektor Pendukungnya;
e. Scktor Pendidikan di Prioritaskan pada usaha

yang mendukung Pengembangan Fasili
Pendidikan: ga asilitas

f. Sektor Kesehatan (Sarana dan
Pendukung Pelayanan);

Sektor Pertanian diprioritaskan i
dan Jasa Pertanian: B e

g
!‘1. Sektor Energi baru terbarukan;
i. ,
J

Prasarana

Sektor Persampahan:
Sektor Penyedia Air Bersih;



|
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(1) Pemberian Insentif dapat berbentuk :

a.
b.
c.
d.
e.
r

(2) F;crn
a.

=~

T

Sektor Infrastruktur Permahan dan Pemukiman;
dan
Sektor Perhubungan dan Telekomunikasi;

BAB VII
BENTUK

Pasal 7

Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Pajak

daerah;
Pengurangan, keringanan dan Pembebasan
Retribusi daerah; .
Pemberian bantuan modal kepada usaha mikro,
kecil dan/atau koperasi di daerah;

Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk
usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi daerah;
Bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro,
kecil dan/atau koperasi di daerah; dan/atau
Bunga pinjaman rendah.

berian Kemudahan dapat berbentuk :

Penyediaan data dan Informasi  peluang
Penanaman Madal;

Penyedia Sarana dan Prasarana;

Fasilitas Penyedia lahan atau Lokasi;

Pemberian bantuan Teknis;

Penyederhanaan dan percepatan pemberian
perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
Kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
Kemudahan investasi langsung konstruksi;
Kemudahan investasi di kawasan strategis yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
yang berpotensi pada pembangunan daerah;
Pemberian kenyamanan dan keamanan
berinvestasi di daerah;

Kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan
terampil;

Kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau

Fasilitasi promosi sesuai denga
n kewenangan
daerah; &

BAB VIl
KRITERIA

Pasal 8

Pemberian Insentil dan/atau Pemberian Kemudahan

diberikan

kepada Masyarakat danfatau Investor yang

memenuhi Kriteria ¢

a, Mem
pend

berikan  kontribusi terhadap

apalan masya rakat; pen ingkﬂ. Lan




ee-om o, ~

~

Me:m:,-nmp banyak tenaga kerja,

Menggunakan scbagian besar sumber dayn lokal
daerah;

Memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan
publik:

Memberikan kontribusi dalam peningkatan Produlk
domestik regional bruto;

Berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
Pembangunan infrastruktur;

Melakukan industri teknologi;

Melakukan industn pionir;

Melaksanakan kegiatan penclitian, pengembangan,
inovasi; ‘.
Bermitra dengan usaha mikro,kecil atau koperasi;
Industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau

peralatan vang diproduksi di dalam I:IE'E',EFE
Melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program

prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
Berorientasi ckspor.

dan

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN

(1)

(2)

(3)

Bagi Eenanaman Modal yang memiliki
Fersetu_]}lan Penanaman  Modal dari BKPM
melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Foto copy identitas diri dari

b. Foto copy [zin fsurat

KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

Penanaman Meodal dan atau Penangung jawab
Perusahaan ingin mendapatkan insentif dan atau
kemudahan mengajukan permohonan kepada Bupati
melalui OPD yang mempunyai fungsi Pelayanan
Perizinan.
Permohonan secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk :
a. Penanaman Modal Baru yang akan membentuk
usaha paling sedikit memuat :
1. Profil Perusahaan : dan
2. Bentuk Insentif dan/atau Kemudahan yang
dimohonkan.
b. Penanaman Modal yang akan melakukan
perluasan usaha paling sedikit memuat -
1. Profil Perusahaan;
2. Kinerja Usaha;
3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal: dan

4. Bentuk insentif dan /atau kemudahan yang
dimohonkan.

1zin /surat

dikuasakan; vinpinan atau yang

Persetujuan Penanaman

Modal dan menunjukkan yang aslinya;



(4

(5]

(6)

{7

(1)
(2}

€. Profil dan Rencana Kerjn Perusahaan minimal
untuk 2 {tll.-lﬂ} Tahun ke depan m-kllf;?lﬁ‘i

kurangnya memuat status perusahaiaf, kerjn
investasi, jenis usaha, penggunaan lrn“P'HN ::1,.
lokal vang disernp, alamat perusahaan, dan No
telephone ffaximile;
d. Fato copy akte pendirian [rrrt::;nhtanlr:mt::;
perubahannya yang telah dhisahkan :.:Ir 1 aqiinﬁ'ﬂ‘
yang berwenang dan memperhhatkan H;:Rq h}.:mzlmlf
e. Fato copy bukti kepemilikan tanah lokas
dan/atau Lokasi Rencana Invesiast tdan embalikan
[, Surat pernyataan kesedinan untuk muj‘nﬁkﬂ_
insentif apahila pemohon i kenakan -ﬂ;m |11'1-.,?5umt
Bagi Penanaman Modal yvang telah Im:l?f:'lll-ﬂ ’
persetujuan Penanaman Modal dan er sahaan atau
a. Foto copv identitas dari pimpinan perus

dikuasakan,

b. Tzin Prinsip tentang kegiatan usaha ataul ber'}:.:lg-:
perizinan sejenis  lannya dari insatansi |§m 8
berwenang berdasarkan Peraturan Perundang
ndangan; .

c. Eﬁuﬁl 336 rencana kerja perusahaan nl"ummal
untuk 2 (dua) Tahun ke depan sekural_':g-l
kurangnva memual status Perusahaan, Nilal

Investasi, Jenis Usaha, Penggunaan Tenaga hera

Lokal yang di serap, Alamat Perusahaan, dan
Nomor telephone/faximile;

d. Foto copy Pendirian Perusahaan dan Perubahannya
vang telah di sahkan oleh in stansi vang berwenang
dan memperlihatkan vang aslinya;

e. Foto copy Kepemilikan Tanah Lokasi Kantor
dan/atau Lokasi Rencana Investasi; dan

f. Surat Pernvataan Kesediann  mengembalikan
Insentil apalla  pemohon di kenakan sanksi
Pembatalan Insennf,

Permohonan schagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah dalam bentuk surat denpan contoh format

permohonan scbagaimana tercantum dalam Lampiran |
dan Lampiran [l vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Contch surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat

(3] huruf rrla_n ayal (4) huruf f sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Setelah pernyataan lengkap dan benar dan kepada

pemahon diberikan tanda bukti bahwa perm .
telah diterima. permohonannya

Pasal 10

Terhadap permohenan sebagai i

‘ gaimana dimak
¥gaal 9 ayat ['-_"] dilakukan verifikas; B
im verifikasi berkoordinasi dengan instansi terkait

dalam  melakukan verifikasi kelengkapan  dan

pengkajian atas permoh : \
pada ayat (1), pe onan sebagaimana dimaksud



e

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Furmat‘ penilaian dan hasj|
sebagaimana dimaksud dalam

D: ' :
hasil verifiknsi uralan penelitian dan penyampa H:
St dan pengkajian kepada Bupnti untu
r?f‘m!nlmtknn fasilitns  Pemberian  Insentil— dan
Kemudahan Penaniman Modal,
Dalam hal usulan permohonan untuk m.«mIul‘{““”]'ll
Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ditolak,
ﬂllp:‘l[i menugaskan kepada OPD yang, !III'III!}IIIIJI"I'II
fungsi Pelavarian  Perizinnn  umbuk menylapkan
pemberitahuan tertulis mengenai penolikan tersebut
kepada pemohon paling lama 6 {enam] bulan.

Pasal 11
ampai

Jangka  waktu  proses  permohonan [;_rtl’:llr:m
ditetapkannya keputusan Pemberian II'IH:I'I[ ol
Kemudahan Penanaman Modal paling lama & [ €
bulan sejak permohonan ditenima.
Pemberian insentif diberikan sekali kepada P nnn:‘:"r;'
Modal terhitung scjak ditetapkannya r'“‘““:”}’“n
tentang  Pemberian  Insentil  dan  Kemudaha
Penanaman Modal oleh Bupati.

Pasal 12
Bupati menctapkan Tim Verifikasi dan Penilaian

Kegiatan  Pemberian  Insentilf  dan  Kemudahan

Penanaman Modal.

Tugas tim sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) adalah:
a. Melakukan Verifikasi usulan dan pengecekan
kelengkapan persvaratan yang harus dipenuhi;

b. Melakukan penilaian terhadap masing-masing
kriteria secara terukur;

¢. Menggunakan matnk penilaian untuk menentukan
bentuk dan besaran Pemberian Insentil dan
Kemudahan Penanaman Modal:

d. Menetapkan urutan Penanaman Modal yang akan
menerima  Pemberian  Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal;

e. Menetapkan bentuk dan besaran Insentif yang
akan diberikan;

f. Menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk
d_:tctapkan menjadi  Penerima Insentif dan
Kemudahan Penanaman Madal; dan

g Melakukan pemantavan dan evaluasi ter
gr{:iallwzaal:naea:: kegiatan Pengnaman Modal

peroleh  Insentil  dan
Penanaman Modal.

hadap

yang
Kemudahan

Pasal 13

Penilaian terhadap kriteria

tercantum dalam Lampiran WF'asu] 12 ayat (2) huruf b

tidak terpisahkan dari Peraturan

Yang merupakan bagia
Bupati inj. san




(1)

(2)

(3)

(4)

BAB X
DASAR PENILAIAN

Pasal 14

E“”‘E""‘.“‘h dﬂfmh. dalam melaksanakan penilaian

cmberian  Insentif dan Kemudahan  kepada

Penanaman Modal didasarkan kepada :

a. Jenis usaha ; dan

b. Kriteria.

Penilaian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menentukan bentuk dan besaran Insentil dan/atau

kemudahan yang akan di berikan kepada Penanaman

Modal.

Bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada

banyaknya kriteria yang dipenuhi oleh Penanaman

Modal. )

Pemerintah daerah dalam memberikan Insentil dan

Kemudahan Penanaman Modal disesuaikan dengan :

a. Kemampuan daerah untuk membenkan insentif
dan/atau Kemudahan;

b. Kinerja keuangan Penanam Modal;

¢. Kinerja manajemen Penanam Modal; dan

d. Prospek usaha dari Penanam Modal yang
mengajukan  Permchonan Insentif dan fatau
Kemudahan Penanaman Modal.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 15

Penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal
berhak untuk :

a.

b.

Mendapatkan Informasi Pelayanan Pemberian Insentif
dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;

Mendapatkan Insentif  danfatau Kemudahan
Penanaman Modal sesuai mekanisme yang telah
ditetapkan;

Mendapatkan layanan terkait, Proses pemberian,
Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaaan terhadap
Penanaman Modal didaerah; dan

Mendapatkan informasi hasil evaluasi terhadap

perkembangan  Penerimaan  Insentif
Kemudahan Penanaman Modal. an/fatau

Pasal 16

Penanam Modal wajib

a,

b.
c.

Pemerintahan di bidang P

Menerapkan tata
baik;
Melaksanakan tanggung jawab sosia]

Menyvampaikan laporan kegpi
egia
kepada QPD vang el

prinsip tata kelola Perusahaan yang

perusahaan:
nanaman Modal
menyelengegarakan urusan
cnanaman Modal;




.

(1)

(2)

(3)

(4)

tli‘:]g:nsﬂli kerakteristik dan budaya daerah
TKan tata nilai kehi

Regilius; dan chidupan masyarakat yang
Menaati  seluryh

ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,

Pasal 17

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab :

Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber
yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan
Pcrundang-Undangan;

Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan
kerugian jika Penanam Modal menghentikan,
meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya
secara sepihak sesuai dengan ketentuan Perundang-
undangan; )
Menciptakan iklim usaha yang kondusif dengari
persaingan usaha yang sehat, mencegah Praktek
monopoli dan hal lain yang merugikan Negara /
Daerah;

Menjaga kelestarian lingkungan hidup ; dan
Menciptakan keselamatan, kesehatan, Kenyamanan,
dan kesejahteraan pekerja.

BAB XII
PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Penerima Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
wajib  menyampaikan laporan kepada Bupati
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali sejak
Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ay
sedikit memuat :

a. Laporan penggunaan Insentif dan/atau

Kemudahan Penanaman Modal;

b. Pengelolaan Usaha: dan
c. Rencana Kegiatan Usaha_

Bupati melaksanakan Evaluasi terhadap kepgi

egatan
Penanaman Modal yang memperoleh Insentif
da;a,;gtau Kemudahan dilaksanakan 1 (satu) tahun
sekali,

at (1) paling

Bupati ~ menyampaikan
pemberian insentif dan/atay

modal di daerahnya kepada
tahun sekalj. °




'rx.

BAB X1

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

1 .

Y E::E::;-l mﬂakm"?kan Pembinaan dan Pengawasan
- 4p Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan

enanaman Modal

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sckurang - kurangnya dilakukan 1 (satu)

kali dalam satu tahun.

(2)

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lebang

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 7 Desember 2020

{ BUPATI LEBGNG,{?

Diundangkan di Tubei WRDSJCINSTFLH
pada tanggal 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABURATEN LEBONG,

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 51

4.8



Lampiran |  Peraturan Bupati Lebong
Nomor : 51 Tahun 2020
Tanggal : 7 Desember 2020

FOHRMAT
PERMOIONAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI PENANAMAN MODAL BARU

KOP PERUSATIAAN

l..'ml-.p s oy ‘j'h.].m]tl RS | ey a0
Perihal : Permohonan Insentil/Kemudahan Penanaman Muodal
Kepada Yih,

Bupati Lebong

Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kahupaten Lebong di Sukau Mergo

Dengan Hommat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan data-data
sehagal berikut ;

Alamat Perusahaon e e T e
Nama Fimpinan e

AlmatPimplnan

Alamat Lokasi Perusahaan

SOURIFUOVSURIUSIRSSOUPUSIORRSOY | [ 1) MRS

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah scbagai berikut :
L Insemtl:

= Pengurangan Retribusi .o

- Pembobasan RELRIUST o corrmsisrss st semsreassasssrresssms i sersss s ssssses

kemudahan :

= Penvediaan informasi lahan atav lokasi

a. Informasi rencana tata reang wilayah

b, Bantuan teknis pengadaan lahan

= Percepatan

Bersama ini kami lampirkan :

1) fotokopi KTP/ Identitas diri vang sih

2) Profil perusahaanberisi @ visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan
manajemen  perusahaan, dan fotokopi dokumen legalitas perusshaan;

) Surat kugsa hermaterai cukup ( jika permohonan diwakilkan ).,

[

SOSSTRTORORY Y, T 1
Pemohon

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon

BUPATI LE:BONG,??

SEKRKTARIS DAERAH

- ROSJONSYAH

H. MUSTARAN|

L]

-
Lt
¥




Lampiran 11 Peraturan Bupati Lebong

Nomor : 51 Tahun 2020
Tanggal : 7 Desember 2020

PERM NAN I8 FORMAT

BAGI PE '\IE:]::?.,:'LE ]\:;35':?5 r&"-{?’:&!&ﬂ;u LAN PENANAMAN MODAL

' * PANG ARAN MELAKUKAN PERLUASAN USAIA
ROP PERUSAHAAN
lamp si(satu)bandel o ——————,
Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal
Kepada Yih,
Bupati Lebong

Cq Kepala Dinas Penanaman Modald i
Kabupaten Leban 2. Sukau Mergo an Pelayanan Terpadu Satu Pinty

B Ll e —— e

Dengan Hormat,

Bersama ini k.'.urgl mengajukan Permohonan Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan
data-data sebagai berikut -

Alamat Peruszhaan . . o I [y
H;ma Hmplnﬂn T eeemmmmaEmE v JrarrrEmr s b EERasdddEE SamemasEER T —d EpEea e b pEaar i RRY rdumiEpaLl
AlamatPimpinan L e ———

Alamat Lokast Perusahaan rosrerass TELEPOT oo carmascasmnasees

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikul :
1. Insentif: )
= PEDEUTANGAN PAJAK ovrvuresrrssssssessrsssessssesssessress issprssssssgses s s s s scsears 20000
= Pengurangan Retribusi ,._,,
= PemBeBASAN REtriBESE tiuiiesis rosnsemscmssemasississsssenmns sranss csossrammass vid sonsanass snasanss sy pm s bansenady
2. Kemudahan :
- Penvediaan informasi lahan atau lokasi :
a.  Informasi rencana tata ruang wilavah
b.  Bantuan teknis pengadaan lahan
= Percepatan :
[Ier:::lm:linik;ln'li.lﬂnd'lpir'li:m :1[ N
1) fotokopi KTP/ Identitas din yang sah o
2.5 Profil ?enmin an.berisi : visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan
manajemen perusthaan, dan fotokopt dokumen legalitas perusahaan;
2)  Surat kuasa bermateral eukup ( jika permohonan diwakilkan ). -
Pemohon

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimehon

f BUPATI LEBDNGV’?

SEKRBTARIS DAERAH R

4’{1.’ ROJJONSYAH

H. MUSTARAN]

- L.
I ) I
ud 3!
' |
i
[ e
| -
| [ T
I»:
| Iy i
- L]
:
e — e - |
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Lampiran Il Peraturan Bupati Lebong

Nomor : 51 Tahun 2020

CONTOI

BEsanans

L L L LT T

LT

Tanggal
FORMAT SURAT PERNYATAAN

7 Desember 2020

UNTUK BERSEDIA MENGEMBALIKAN INSENTIF

T L LA L]
R R R R et LT EL S LR L

Saya yang bertanda tangan di bawal ini:

Nama .
.l ;!_h"]tn n : B I T T ERPTT PR PR ::: :. ==
M a mﬂt II’E msahnnn dﬂn N o TEI p T P TTT T
Bertindak sebagai sendiri dan

Nmsﬂj'lﬂﬂl‘l......,_,_ IT?."“dE:nEa“ ini ml."n}rntakﬂl'l b:"h“'a jikﬂ

sanksi pembatalan pemberian insentif sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat ( 4 ) “’ﬁﬁk';dg
Peraturan Bupati Lebong Nomor......... TahtMueeeeeerroocerer: ¥ang telah dﬂmlkigl dalrimh
perusahaan kami maka kami wajib mengembalikan insentif dnn_mnn}'l‘m'”k“';ﬁ? Eb talan
Pemerintah Kabupaten Lebong paling lambat 7 ( tujuh ) hari kerja setelah sanxsi p;m ;Eriﬂ“
pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh tim Verifikasi Pem
Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan untuk dapat :lirll:rgunn.knn
seperlunya.

Yang menyatakan
Materai Rp.6.000

Jabatan, tanda tangan,
dan cap perusahaan
I( BUPATI LEEONG,if
SEKEETARIS DAERAH
. ROSJONSYAH
H. MUSTARANI
I',;;"*' - —————y
I'C ) :. "I
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L“-mF'imn IV Peraturan Bupnti Lebong

Nomor : 51 Tahun 2020
Tanggal : 7 Desember 2020

FORMAT TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

. FORMAT REKOMEN DASI

PEMBE oo TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
FRIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN LEBONG

Alamat Sekretarial : DPMPTSP Kabu paten Lebong
JISukau Mergo Kecamatan Amen Kabupaten Lebong
Berdasarkan ha

verifikasi dan p
Modal di Kaby

LLL L T .

-'ﬁilr Penelitian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim
enilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman
paten Lebong memberikan Rekomendasi kepada :

Alamat Perusahaan SO [ [U |1 || SRR
Nama Fimpina“ : R E PRI R R R RIS R RGN R R R R R R R FEEA A BRI R FEEE RSN R R R R R R R R R R RSN R R PR ARAA RS
Alamat Pimpinan D seeereeremesssssssesrassas sesessssasa semensnsanensrsncesseee LRI couens s ssisssnsmsnssensesss
Alamat Lokasi Perusahaan SUUTUTUSRURRRRNE 1 [ 11111 LIPS PRS TR

Untuk menda

i [EEEE P

patkan insentif/kemudahan penanaman modal yang terdiri dari :

a aane rmrnman et = shmdEdE R BEEAARIE RIS R Ran

Frekuensi insentif/ kemudahan diberikan sebanynk. v ceiscniinssns
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama

........... AR S BE S BN EEE EI B EI I N EEE RSN BRI R RN AR

Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal

Di Kabupaten Lebong

Sekretariat Dacrah Kabupaten Lebong

LT 1 T Biisves
Pangkat/Gol..eceenrceerse s,



—

TS

11, HASIL, pg:
*PENTLAIAN / LAMPIRAN REKOMENDASI

, TIM VERIFIKAS] DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDATIAN PENANAMAN MODAL

DI KABUPATEN LEBONG

O i
ALLLTTE PP TSP LT ULLCLL L
LLCr T I T B T L L Lt b

HASIL PENILAIAN

F——" LTI L LE

nanaman Modal

PRTETLEE

No.Perusahann -
Tanggal Pendaftaran
Jenis Lavanan

l‘r:mhr:nanln.wnhf,f pemberian Kemudahan Pe

B

Insentif yang dimohonkan @ o
hl'!llI-llllIlll-|rll-ldll-|-rldl-ll--I-dlll-rl-ll---|.llll!l|llllll"lIlI“'lll'l+llIll'l-l akd ampeEEREEEEIET ¥

Kemudahan yang dimohonkam i s s s ssnsmaamss s B i

[ Lt P ELELLLLL Lt P

e L L

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan L e
- R —— Tel PO
Nama Mmpinan " S (R
Alamat Pimpinan . ; etieeseseisstesesesediEEEEEeSEEEEESistantesseRTarias
= ereesereessenens TELPOTL e sesenrnnssnannnnss

Alamat Lokasi Perusahaan @

siaEddEEEE R RRREEE AR R

™

BUPATI LEBDN{i?ﬁ

SEKRBJTARIS DAERAH
KABUPAYEN LEBONG,

i. ROSJONSYAH

H. MUSTARANI

R |
_—

[




